
WALIKOTA BANDAR LAN[PUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR f TAHUN 4^0

TENTANG '
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Air Tanah
sesuai dengan Peraturan Gubemur Lampung Nomor 16 Tahun
2019 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk
Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota
Provinsi Lampung, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung

^omor 9 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air
T^iah dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk
dilakukan penyempumaan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud Sebagaimana huruf a di atas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun. 1956 Nomor 55), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah dlubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

II



4.

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Republik Indonesia Nomor 5234);

2011 tentang Pembentukan
'Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara

Negara Republik IndonesiaNomor 3213);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang PerubahanBatas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982Nomor 6, Tambahan Lembaran

6. Peraturan Pemerintah Nomor

Daerah Tingkat II Bandar

Negara Republik IndonesiaNomor 3254);

24 Tahun 1983 tentang
Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-
Telukbetung menjadi Kotamadya r L
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983Nomor 30, Tambahan Lembaran

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); ’

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4468);

9. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai
Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar lampung
Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bandar Lampung;

12. Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun
2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Keija Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSK^N:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK AIR TANAH
BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

DalamPeraturan Daerah ini, yang dimaksuddengan :
1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.



Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Bandar Lampung.

5. Kepala BPPRD adalah Kepala BPPRD Kota Bandar Lampung,
sebagai Pejabat yang ditunjuk atas nama Walikota untuk
melakukan proses administratif dalam pemungutan Pajak Air
Tanah.

6. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah.

7. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal
dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun
yang terdapat di bawah permukaan tanah tidak termasuk
yang terdapat di laut.

8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau
batuan di bawah permukaan tanah.

9. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai
Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah.

10. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga
rata-rata Air Tanah per satuan volume yang akan dikenakan
pajak Air Tanah.

11. Komponen Kompensasi yang selanjutnya disingkat KK adalah
Komponen Kompensasi Pemulihan dan Komponen Kompensasi
Peruntukan dan Pengelolaan.

12. Komponen Kompensasi Pemulihan yang selanjutnya disingkat
KKP adalah Kompensasi biaya terhadap pemulihan kondisi Air
Tanah merupakan biaya bagi usaha perbaikan perubahan
lingkungan sebagai akibat pengambilan Air Tanah.

13. Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan yang
selanjutnya disingkat KKPP adalah kompensasi biaya dari
peruntukan dan pengelolaan Air Tanah yang diambil untuk
dapat menjamin prioritas pemanfaatannya dan rasa keadilan
bagi masyarakat.

14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan pajak daerah.

15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota
paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang.

17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku
yang tidak sama dengan tahun kalander.

18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam
Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.



19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
daerah sebagai sarana dalam adnlinistrasi perpajakan daerah
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

20. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode
Tahun Pajak tersebut.

21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan flormulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah njielalui tempat yang ditunjuk
oleh Walikota.

22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang
terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besamya jumlah pokok pajak yang terhutang.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kujrang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat Ketetapan pajak yang
menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya
sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah pokok pajak yang sama besamya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurarig Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.



29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksiadministratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan ataskeberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak DaerahKurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang BayarTambahan, Surat Ketetapan Fajak Daerah Nihil, SuratKetetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadappemotongan atau pemungutan ole i Pihak Ketiga yang diaiukanoleh Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atasbanding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diaiukanoleh Wajib Pajak.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun danmengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakansecara objektif dan profesional berdasarkan suatu standarpemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalahserangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerahyang teijadi serta menemukan tersangkanya.

BABU
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2
Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 3
(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/ataupemanfaatan Air Tanah.
(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:

a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk
keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan
perikanan rakyat, serta pribadatan;

c. pemanfaatan Air Tanah oleh ihstansi atau lembaga yang
khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha
eksploitasi air dan sumber-sumber Air Tanah untuk
kepentingan umum/masyarakat; dan

d. pengambilan dan/atau pemanfatan Air Tanah untuk
keperluan pemadaman kebakaran.

(3) Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk kegiatan
usaha yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD, tetap dipungut
pajaknya dan tidak termasuk dalam kelompok pengecualian
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a.



(4) Pengecualian objek pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga
dan tempat peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah yang nyata-nyata dimaksudkan untuk keperluan
dasar rumah tangga dan tempat peribadatan, bukan untuk
kegiatan komersil.

(5) Pengecualian pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
untuk keperluan pengairan pertanian dan perikanan rakyat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk usaha
perikanan yang pengusahaannya dilakukan oleh masyarakat
tani dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan
tidak termasuk usaha perikanan yang dilakukan Badan.

Pasal 4
(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah adalah orang pribadi atau Badan

yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Wajb Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang

melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III
RUANG LINGKUP PAJAK AIR TANAH

Pasal 5
Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
a) HDA;
b) KKP;
c) Pengelompokan KKPP;
d) Pembagian wilayah HDA; dan
e) Perhitungan NPA.

Pasal 6
(1) HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah

harga rata-rata Air Tanah persatuan volume yang digunakan
untuk menghitung NPA, sebagaimana tercantum dalam tabel
berikut :

(Dalam satuan rupiah)

Mo.
PERUNTUKAN

AIR

VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (m3)

0-100 101-
500

501-
-1000

1001-
-2500

≥2500

1. Sosial/Non
Niaga 3.769 3.795 3.821 3.847 3.873

2. Niaga Kecil 4.029 4.081 4.133 4.185 4.237

3.
Industri Kecil
dan Niaga
Menengah 4.289 4.367 4.445 4.523 4.601

4. NiagaBesar 4.549 4.653 4.757 4.861 4.965

5. Industri
Besar 4.809 4.939 5.069 5.199 5.329

6.
Air Minum
Dalam
Kemasan

5.069 5.849 6.628 7.408 8.188



Pasal 7
(1) KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikenakan

bagi semua jenis pengambilan Air Tanah berdasarkan besamya
volume pengambilan Air Tanah dalam satu bulan.

(2) Besamya volume pengambilan Air Tanah beresiko menimbulkan
kerusakan lingkungan Air Tanah yang mempengaruhi
kompensasi secara progresif.

(3) Besamya resiko kerusakan lingkuhgan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikenakan bagi semua jenis pengambilan Air
Tanah dan tingkat dampak pengmbilan Air Tanah yang meliputi:
a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat teijadi penurunan

muka Air Tanah;
b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat teijadi salinasasi;
c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat teijadi penurunan

muka tanah (land subsidence);
d. biaya pemulihan yang diperlukan akibat teijadi pencemaran

Air Tanah.
(4) Besamya volume pengambilan Air Tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara progresif sebagai
berikut:
a. 0 s/d 100 m3;
b. 101 s/d 500 m3;
c. 501 s/d 1000m3;
d. 1001 s/d 2500m3;
e. Lebih dari 2500 m3.

Pasal 8
(1) Pemakaian atau penggunaan Air Tanah diprioritaskan untuk

memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan sehari-hari.
(2) Penggunaan Air Tanah selain sebagaimana tersebut di atas,

dikenakan komponen kompensasi biaya sesuai dengan
peruntukan dan pengelolaan yang dibedakan berdasakan
pemanfaatannya sebagai berikut:
a. sosial/non niaga;
b. niaga kecil;
c. industri kecil dan menengah;
d. niaga besar;
e. industri besar; dan
f. Air Minum dalam kemasan.

(3) Pengelompokan KKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagai berikut:
a. Sosial/Non Niaga meliputi :

1. asrama;
2. terminal bus/stasiun kereta api;
3. panti asuhan/yatim piatu;
4. pasar;
5. rumah sakit pemerintah; dan
6. kelompok usaha lain yang sejenis.



c

10. kelompok usaha lain yang sejenis.
d. Niaga Besar meliputi :

b. Niaga Kecil meliputi :
1. hotel melati/ rumah makan/pondok wisata;
2. kantor swasta/praktek dokter/ pengacara/profesi;
3. rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium;
4. losmen/penginapan/rumah koiitrakan/mess;
5. panti pijat/salon;
6. tempat hiburan;
7. pergudangan;
8. tambak/perikanan/petemakan
9. usaha pertanian/perkebunan/1

1

cehutanan;
10. kelompok usaha lain yang sejenis.
. Industri Kecil dan Menengah meli]juti :
1. industri rumah tangga;
2. pabrik es;
3. kantor bank;
4. night club/bar/bioskop;
5. usaha persewaan kantor/balai pertemuan;
6. super market/swalayan/pertoktoan;
7. service stasion/bengkel/pencucian kendaraan bermotor;
8. perdagangan/grosir;
9. hotel bintang 1/hotel bintang 2;

1. hotel bintang 3/hotel bintang 4/hotel bintang 5;
2. pabrik makanan olahan;
3. restoran;
4. apartment/real estate/lapangan golf/kolam renang;
5. mail/pasar raya;
6. pelabuhan angkutan kereta api;
7.bangunan besar niaga/kelompok usaha lainnya yang sejenis;

e. Industri Besar meliputi :
1. industri makanan olahan skala besar;
2. industri es skala besar;
3. industri kimia/obat-obatan/kos|metik;
4. industri tapioka;
5. pabrik mesin/elektronik; |
6. pengolahan logam;
7. pabrik tekstil/garmen;
8. argo industri;
9. kelompokusahalainnya yang sejenis.

f. Air Minum Dalam Kemasan meliputi :
1. industri air minum dalam kemasan;
2. industri minuman olahan;
3. pemasok air baku; dan
4. perusahaan air minum.



Pasal 9
(1) NPA digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pengenaan

Pajak Air Tanah.
(2) Perhitungan NPA sebagaimana diniaksud pada ayat (1) adalah

dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan HDA.
(3) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh

persen).
(4) Besaran pokok Pajak Air Tanah dihitung dengan cara

mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dengan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
PAJAK TERHUTANG, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Pasal 10
(1) Pajak Air Tanah yang terhutang teijadi pada saat diterbitkan

SKPD.
(2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di dalam wilayah daerah

dimana objek pajak berlokasi atau tempat Air Tanah diambil.
(3) Masa Pajak Air Tanah adalah jaiigka waktu 1 (satu) bulan

kalender, yaitu jumlah penuh hari dalam bulan kalender yang
bersangkutan.

BAB V
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 11
Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Air Tanah adalah
BPPRD.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak

Pasal 12
(1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftiarkan usahanya ke BPPRD

guna diberikan NPWPD.
(2) Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, dapat dilakukan pada

saat Wajib Pajak mengajukan permohonan pembayaran pajak
dengan mengisi formulir pendaftaran dan pendataan yang
diberikan kepada Wajib Pajak.

(3) BPPRD menerima formulir pendaftaran dan pendataan yang
telah disi dengan jelas, benar dan lengkap oleh Wajib Pajak, dan
mencatat ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak sesuai nomor urut
untuk selanjutnya diterbitkan NPWPD.

(4) Walikota menunjuk Kepala BPPRD sebagai Pejabat yang
ditunjuk atas nama Walikota untuk melakukan perhitungan
Pajak Terhutang, menetapkan dan menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak, dan memberikan persetujuan atas
permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak terhutang, setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan.



BagianKedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 13
(1) Pemungutan Pajak Air Tanah dilarang diborongkan.
(2) Pajak Air Tanah dipungut berdasarkan jumlah volume Air Tanah

yang diambil dan digunakan/dimjanfaatkan yang dituliskan
dalam laporan pemakaian Air Tanah yang ditanda tangani dan
dipertanggungjawabkan oleh Wajib Pajak.

(3) Setiap Wajib Pajak membuat sendiri laporan pemakaian Air
Tanah (sales report) yang akan diinput/dihitung oleh BPPRD.

(4) Laporan pemakaian Air Tanah sebajjaimana dimaksud pada ayat
(3) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.

(5) Dalam hal wajib pajak dengan sehgaja tidak mengisi dengan
benar laporan pemakaian Air Taiiah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Walikota atau Pejabat berhak melakukan
penetapan secara jabatan atas besamya pajak terutang
berdasarkan hasil pendataan dan observasi petugas BPPRD.

(6) Dalam hal pajak ditetapkan secara jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) karena kelalaian wajib pajak, Wajib
Pajak tidak dapat mengajukap keberatan, keringanan
pengurangan maupun pembebasan pajak terutang.

(7) Pajak yang ditetapkan Walikota atau Pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dipungut dengan menggunakan SKPD.

BagianKetiga
Tata Cara Pembayaran

Pasal 14
(1) Pajak Air Tanah ditetapkan dan dilaporkan sendiri oleh Wajib

Pajak dengan menggunakan SPTPD setiap bulan atau setiap
berakhir masa pajak.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas,
benar dan lengkap, serta wajib ditandatangani dan disampaikan
oleh Wajib Pajak kepada BPPRD dilengkapi dengan laporan
pemakaian Air Tanah (sales report) dan/atau dokumen
pendukung lainnya.

(3) Penandatanganan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel,
tandatangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai
kekuatan hukum yang sama.

(4) Batas waktu penyampaian SPTPD Sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah 10 (sepuluh) hari setelah berakhimya masa
pajak.

(5) Jatuh tempo pembayaran pajak terutang adalah paling lambat
15 (lima belas) hari sejak berakhimya masa pajak setiap bulan.

(6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD dan jatuh tempo
pembayaran jatuh pada hari libur, maka dilaksanakan pada hari
keija berikutnya.

(7) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan surat teguran.



Pasal 15
(1) Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD

dengan menyampaikan pemyatasn tertulis, dengan syarat
BPPRD belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

(2) BPPRD meneliti SPTPD yang disampaikan wajib pajak, dan
menerbitkan Nota Perhitungan jumlah pajak terutang yang
harus dibayar oleh Wajib Pajak.

(3) Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh
tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa
denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dan ditagih melalui
STPD.

(4) Pembayaran pajak harus dilakukah sekaligus dan lunas pada
kantor Kas Daerah atau melalui Bendahara Khusus Penerima
pada BPPRD.

(5) Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan
diberikan tanda bukti pembayaran pajak berupa SSPD.

(6) Dalam hal setelah dilakukan p0nelitian SPTPD atau dari
keterangan lain ditemukan data barfu yang mengakibatkan pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan SKPDKB,
dan/atau SKPDKBT.

BagianKeempat
Angsuran, Keringanan, Pengurangan

dan Pembebasan Pajak
Pasal 16

(l)Atas permohonan Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat dapat
memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

(2) Dalam hal permohonan angsuran atau penundaan pembayaran
pajak disetujui, maka maksimal pembayarannya dilakukan 4
(empat) kali dalam tahun anggaran beijalan.

(3) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau
pembebasan pajak terhadap Wajib Pajak yang mengalami
musibah bencana alam, kebakaran atau karena sebab tertentu
lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

(4) Untuk mendapatkan persetujuan mengangsur atau menunda
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta
keringanan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Wajib Pajak harus mengajukan surat permohonan
bermaterai cukup kepada Walikota yang sekurang-kurangnya
dilengkapi dengan:
a) nama dan alamat Wajib Pajak;
b) fotokopi KTP Wajib Pajak;
c) fotokopi NPWP dan NPWPD;
d) data jumlah pajak yang terutang;
e) besamya angsuran atau keringanan yang dimohon;



f) alasan mengangsur, menunda pembayaran, atau meminta
keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak yang
disertai dokumen/bukti pendukung;

g) surat pemyataan kesanggupan membayar pajak terutang.
(5) Pembayaran pajak terutang dengan angsuran, penundaan

pembayaran atau keringanan, pengurangan dan pembebasan
pajak sebagaimana dimaksud ayat (4) harus dilakukan pada
tahun anggaran berjalan.

Pasal 17
(5) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya

pajak, Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau

keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang
dibayar;

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah pajak yang terutang;

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

(2) Dalam hal diterbitkan SKPDKB, maka kekurangan pajak yang
terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Dalam hal diterbitkan SKPDKBT, maka kekurangan pajak yang
terutang dikenakan sanksi adniinistratif berupa kenaikan
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan
jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan
tindakan pemeriksaan.

BagianKelima
Surat Tagihan Pajak

Pasal 18
(1) Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan STPD apabila:

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran

sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung:
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga

dan/atau denda.
(2) Dalam hal diterbitkan STPD, jumlah kekurangan pajak yang

terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b ditambah sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 15
(lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPDKB, SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah
jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan ditagih melalui
STPD.



Pasal 19
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang tidak atau
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih
dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa, dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEDALUWARSA PE NAGIHAN

Pasal 20
(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak Air Tanah menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung
saat terutangnya pajak, kecuali :
a. apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang

perpajakan daerah;
b. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
c. ada pengakuan utang pajak baik langsung maupun tidak

langsung dari Wajib pajak.
(2) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa,

kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian
Surat Teguran dan/atau Surat Paksja tersebut.

(3) Piutang Pajak Air Tanah yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(4) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud ayat (2)
dilaksanakan dengan cara :
a. Kepala BPPRD mengajukan permohonan penghapusan

piutang pajak kepada Walikota disertai alasan dan
pertimbangan penghapusan;

b. permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
huruf a yang disetujui oleh Walikota, ditetapkan dengan
menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak.

BAB VIII
KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN

Pasal 21
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis

disertai alasan yang jelas kepada Walikota atau Pejabat atas
suatu:
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN; dan
f. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga

berdasarkan ketentuan peratüran perundang-undangan
perpajakan daerah.

(2) Wajib pajak dapat mengajukan banding dan gugatan hanya ke
pengadilan pajak, terhadap:
a. pelaksanaan Surat Paksa, Pepyitaan dan Pengumuman

Pelelangan;



BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN,

PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANUSI ADMINISTRATIE

b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak,
c. penerbitan surat ketetapan pajak atau keputusan yang dalam

penerbitannya tidak sesuai denman peraturan perundangan-
undangan perpajakan daerah.

(3) Pelaksanaan ketentuan pengajuan keberatan, banding dan
gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundmg-undangan.

Pasal 22
(1) Walikota atau Pejabat dapat melakukan pembetulan terhadap

surat ketetapan pajak, STPD atau keputusan yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Walikota atau Pejabat dapat :
a. mengurangkan atau menghapuS sanksi administratif pajak

yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak,
STPD atau keputusan yang tidak benar, serta hasil
pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

c. mengurangkan atau menghapuskan ketetapan pajak
terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar
Wajib Pajak atau kondisi tertentu dari objek pajak.

(3) Untuk mendapatkan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administratif, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan
tertulis bermeterai cukup, yang sekurang-kurangnya dilengkapi
dengan data:
a. nama dan alamat Wajib Pajak;
b. fotokopi KTP Wajib Pajak;
c. fotokopi NPWP dan NPWPD;
d. data jumlah pajak yang terutang;
e. alasan pengajuan permohonan pembetulan, pembatalan,

pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administratif disertai dengan dokumen/bukti
pendukung;

(4) Atas Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Kepala BPPRD menyampaikan permohonan tersebut kepada
Walikota untuk dilakukan penetapan dengan disertai alasan dan
pertimbangan yang jelas.

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
yang disetujui oleh Walikota, ditetapkan dengan menerbitkan
Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan,
dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(6) Walikota atau Pejabat dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal permohonan diterima, harus memberikan
keputusan, dan apabila terlampaui atau tidak memberikan
keputusan, maka permohonan yang diajukan dianggap
dikabulkan.

BABX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 23
(1) Walikota atau Pejabat, berwenang untuk:

a. menerima pengajuan permohonan tertulis Wajib Pajak atas
pengembalian kelebihan permbayarail pajak;

b. memberikan keputusan dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal diterimanya pe rmohonan dari Wajib Pajak.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disampaikan kepada Walikota dengan disertai alasan dan
pertimbangan yang jelas.

(3) Atas Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala BPPRD menyampaikan permohonan tersebut kepada
Walikota disertai pertimbangan yang jelas untuk dilakukan
penetapan dan diterbitkan Keputusan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Walikota atau Pejabat dalam waktu paling lama 3 (uga) bulan sejak
tanggal permohonan diterima harus memberikan keputusan, dan
apabila terlampaui atau tidak memberikan keputusan, maka
permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24
(1) Setiap wajib pajak, baik yang berbadan hukum maupun tidak,

dengan omzet paling sedikit Rp.300j000.000,- (tiga ratus juta
rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan
pencatatan.

(2) Walikota atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dan

dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan

yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan

c. memberikan keterangan yang diperlulkan.

BABXII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 25
(1) Walikota berwenang melakukan penyidikan dan memberikan sanksi

kepada wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
sanksi administratif berupa pengenaan denda, maupun sanksi



lainnya berupa penyegelan, penutupan sementara atas usaha Air
Tanah, dan pencabutan izin usaha. |

(3) Penetapan pemberian sanksi sebagf jmana dïmaksud ayat (2)
dilaksanakan dengan menerbitkan Kuputusan Pemberian Sanksi
setelah memenuhi tahapan proses berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB XIII i
KETENTUAN PER/’UHAN

Pasal 26
Pada saat Peraturan Walikota ini berlalU, maka Pajak Air Tanah
terutang dan belum dibayar, yang jatuh tempo pembayarannya
berakhir setelah tanggal disahkannya Peraturan ini, maka
pembayarannya dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan
Walikota ini.

BABXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Dengan diundangkannya Peraturan WaHkota ini, maka Peraturan
Walikota Nomor 09 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Air Tanah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 09) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Bandar Lampung.

Cap/DTO

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal H fiozg

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal /3 MM-pF /lom)

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
HBRMAN hn

Cap/Dto
Drs. BAlDRKTAMAM

BERITA DAERAHKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN NOMOR T



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR r Mio
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

CONTOH FORMULIR SPTPD, SKPDJSKPDKB DAN NOTA
PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

1. CONTOH FORMULIR SPTPD

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Dr. Susilo No. 02 - Bandar Lampung 35214

|i

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK AIR TANAH
NOSPTPD : BULAN : Tahun : A6

1 Nama Wajib Pajak

2 Alamat

3NPWPD

4 Jenis Pajak . AIR TANAH

5 Nomor Rekening

6. Peruntukan

7 Perincian Pemakaian

NOMOR URAIAN

0 - 100 M3

101 - 1000 M3

1001 2500 M3

> 2500 M3

JUMLAH VOLUME (M3)

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD) im telah kamt/saya isi dengan lengkap dan benar
serta dapat dipertanggung jawabkan

Bandar Lampung,
WAJIB PAJAK,

KEPALA UPT KASUBAG TU UPT

( )

II



2. CONTOH FORMULIR SKPD

PEMERIM AH KOTA BANDAR LAMPUNC

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jaian Dr Susilo No 02 - Bandar Ijpmpung 35214

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
BULAN :

TAHUN

i Nama Wajib Pajak

2 Alamat

3 NPWPD

4. Jems Pajak

5. Nomor Rekening

6 Peruntukan

7 Perincian Pemakaian

AIR IANAH

NO URAIAN JUMLAH VOLUME (M3) Harga Air Tanah JUMLAH PAJAK (Rp )

1 I 0-100 M3

2 | 101 - 1000 M3

3 i 1001 2500 M3

4 j > 2500 M3

JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK

BUNGA (2% tiap bulan)

JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + BUNGA

Dnngan Huruf '

Kasubbid Penetapan.

Bandar Lampung

Kabid Pendaftaran dan Penetapan

II



3. CONTOH FORMULIR SKPDKB

PEMF.RfNTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
BADAN PENGELOLAJrHL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JI. Dr. Susilo no. 2 Teip (0721) 267556. 250 446
Bandar Lampung

(SURAT KETETA
SKPDKB
’AN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) :

Masa Pajak _
..... I

No SKPDKB I
w.... —— — ——-———.

Nama
Alamat

NPWPD - OP

Tempo

r
Berdasarkan Pasai 97 Undang-undang No. 28 Tahun 2009, t
Kewajiban:
Aya' Pajak

i :
Nama Pajak I

Dan pemenksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yangimasih harus dibayar adalah sebagai behkut ;
1. Dasar Pengenaan
2 Pajak yang terhutang
3 Kredit Pajak:

a. Kompensasi kelebihan dan tahun sebelumnya
b Setoran yang dilakukan
c. Lain-Iain
d Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)

4. Jumlah kekurangan pembayaran pokokpajak(2-3d)
5. Sanksi Administrasi: |

a Bunga (Pasai 97(1))
b. Kenaikan (Pasai 97 (5» . ;

c Jumlah Sanksi Administrasi (a+b) . i
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) i

Dengan huruf : i !

U R I A N
elah dilakukan pemenksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan ।

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan melalut BKP atau Kas Daerah (Bank yang: ditunjuk) dengan menggunakan Surat |

SetoranPajak Daerah (SSPD) i
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang Bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi j

administrasi berupabunga sebesar 2 % per bulan. J
Bandar Lampung

a.r. Kepala Ba<tan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan

NIP
Potong disini

TAN DA TERIMA No SKPDKB -

NPWPD - OP
Nama
Alamat

Bandar Larnpung
Yang Menerima,



4. CONTOH FORMULIR SKPDKB

Daripemeriksaan atau keieranganlain teraebut di ataa. penghriungan jumlab
1 Dasar Petigenaan
2 Pajak yang Marians
3 Kredit Pajak:

mas*hanadltayaradaMaebagaiberkut

a. KompensasikeMxhandan tahun aebaiumnya
b Setotan yang diakiritan
c. Lain-Iain
d. Jumtahyangdapatdikreditkan<»»b»c)

4 JunMah kekurangan pembayaranpokokpaiak(2-3d)
5. Sanksi Administrasi:

a. BungafPasal 97(1))
b K»ne*an(Pa«al97(5))
c. JumtahSankaiAdmawtraaifatb).

6 Jumiah yang masihhansdi>ayar(4*5c)

Oenganhuruf :

PERHATIAH ;

K,"«n9 Bayar selelah tewat tanggal jatuti tempo, dikanakan aanksiadnwwtrasibonnebunoasebnsw2%n«rh<>i»> r

Bandar Lampung....
an. Kepaia

Kepale
Pengëiota Pajak danRoiritiudOMnh

NPWPO - OP
Nama
Alamat

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/DTO

HERMAN HN


